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1.1 Latar Belakang

Masalah perdagangan manusia kini masih menjadi isu keamanan yang krusial,
karena permasalahan  tersebut be!um menemukan titik terang pada proses
penyelesaiannya. Human trafficking atag m manusia dapat diklasifikasi
sebagai kejahatan fransnasional dikarenakan dalam pmmbeﬂenqmt tidak hanya
di suatu Wmnhﬂﬁhnpm.un dan !:nduulumn\durtbanyak negarg, oleh
kareni ity kerjasama dan kemitmen kepatuhan terhadap rezim internasional sangat
dibutublcan dalam mendefinisikan serta mengupayakan usaha yang maksimal dalam
pmye)‘hﬁn masalah perdagangon  manusia. Humm.l nﬂﬂﬁwmﬂh menjadi
mﬂ.sﬁhhm ini karena dinilai sebagni salah satu bisnis G\!ﬂﬂh:‘ﬁh M kecil
dmgﬂﬁ'm_j.ﬂng menguniungkon. Dan di ketsbui sebagat i:is.'nhjc'ﬁhgl..l-.’dengan
sumber bisnis illegal ketiga yang menguntungkan (Kumar, 2015). Ketimpangan sosial
dan ekonomi serta kenflik politik menjadi penuntun masyarakat untuk tetap berpindah
di kawasan Asia Tenggara. Selain difahami sebagai tindak kejahiatan, perdagangan
marnusia sangat bersinggungan dengan pelanggaran H;!;.M,_ﬁ:ﬂﬂm dalam kejahatan
mmhﬂmmmpwakummmyn kumud]llmlﬂ.m Lmihulikan schingga
hal tersebut ﬁ:ﬂﬂ:p melanggar hak mm manusia yang hqplf'at fundamental yaitu
hak untﬂﬁMWM lebih hﬂfl;,ﬂjﬂ&l, hingga penggunaan hak

individu scbagm manusia yang bermartabat.

Human trafficking merupakan suaty jsu keamanan manusia yang sudsh sejak
lama terhimpit dalam hubungan internasional. Praktek perdagangan manusia sudah ada
sejak zaman kerajaan dahulu dengan bentuk perbudakan dengan tujuan kerja paksa dan
eksploitasi seksual. Hwman rafficking berdasarkan Protokol Palermo didefinisikan
sebagai perekrutan orang. penginiman, pemindahan, menyembunyikan atse menerima
individu-individu, dengon cara mengancam atau penggunaan paksaan atau bentuk



kekerasan, penculikan, penipuan, kebohongan, penyvalahgunaan kekuasaan, atau
pemanfaatan sebuah posisi yang rentan atau pemberian stau penerimaan pembayaran
atau keuntungan unfuk mendapatkan ijin dan seseorang untuk memiliki control
terhadap orang lain, dengan tujuan-tujuan untuk mengeksploitasi. Eksploitasi haruslah
mencakup, pada tingkat minimum, eksploitasi prostitusi terhadap seseorang atau
bentuk-bentuk lain dari dari Ekspluilas_im.ﬁjg paksa, perbudakan atau praktek-
prakiek yang serupa demgan perbudikan, penghambatan atau penghilangan organ
(Moeri et al., 2016). : p

Interpol mengklasifikasi kejahaton perdagangan muﬁt ﬂﬂ!jadi 4 kriteria
}mm pednglmgn]:ndn perempuan urtuk k. ll;qlhjmﬁ seksual. Kedua,
MM TTiAnisa untuk kebutuhan kerja paksa Kﬁ:ﬁl. eksploitasi seksual
l:cn!:lhl;ndl anak-anak dalam industry pariwisata. Kesmpat, mm:musm
dengan fujuan penjualan organ. Fenomena perdagangan manusia kini kisn marak
terjadi #jﬂlﬂ dengan kemudahan yang diperoleh dari kemajuan teknologi dan
mm.thlbbnﬁlw vang kuat. Proses globalisas: membawa berbagai pelombang yang
mﬁmgﬂnﬁiﬁﬁn hanya kemajuan peradaban nmnmmmrmbq:h dampak
pada tingkat knminalitas dalam aktivitas sodial masyarakat. Dari klasifikasi Interpol
tersebut dapat difshami bahwa isu perdagangan manusia merupakan suatu
permasalahan yang kompleks dengan keterkaitan bebernpa fakior mendasar yang sukar
diperbaiki. Asia tenggara menjadi salah satu wilaysh yang menyumbang kasus
perdagangan manusts, menurul dats dari [OM  (Intemational Organization of
Migration) jumiah perdagangan manisia di hwm nslE tenggara terbilang cukup
besar yaitu sekitar 200.000 mgh&ﬁlmpﬁhﬁummn 2021). Seiring dengan
penerapan upaya dari ASEAN. jumlah tersebut menalami penurunar namun tidak
secars signifikan. Adanya keterkaitan antar fakior seperti ekonomi, politik, serta

budaya menjadi siklos kausalitas vang membutuhkan entitas selain negara yang dapat
menjadi actor. forum. maupun instrument dolam proses penyeleaian masalah antar
negara yang kompleks yaitu organisasi kawasan.



ASEAN sebagai organisasi kawasan Asia Tenggara memiliki tanggungjawab
dalam memberikan upays dominan terhadap permasalzhan perdagangan monusia
ASEAN sendiri sejak 2004 sudah menaruh perhatian terhadap isu perdaangan manusia,
terbukti dengn diadakannya Deklarnsi ASEAN Menghadapi Perdagangan Mamusia
Terutama terhadop Perempuan dan Anak-Anak (ASEAN Declaration Against Human
Trafficking in Persons Particwlary Wopnen ﬁﬁ'ﬂﬁh‘r‘m} deklarasi ini sebagal bentuk
Komitmen ASEAN terhadap Konvensi PBB Memerangi Kejahotan Transnasional
Terorganisir. Kiqmﬁm pada ﬂlﬂnﬁ]ﬁ-.ﬁﬂﬁﬁﬂ manhmk Convention Against
Human Tiﬂ&iﬂg n mwﬂv Woman and Children {ACTIP) sebagai
beatuk pumhnhnmm dori deklarisi ASEAN MW Perdacangan Manusia
Tmm:ldlp Perempuan dan Anak-Anak 2004,

ACTIP kemudian membentuk Plan of Action (APA) ASEAN Plare/ Action
Agafm‘??_'m in Persons, Expecialfy Women and Children Smm\lfﬂ.lﬁm
menghidapi ist human traffickmg di Asia Tenggara. Didalam Plan of Action tersebut
t&mt pqmﬁqm kebijakan yang terfuang dalam ide ACTIP, m;ﬁnt‘nna-
rencana dari APA ferscbut dijadikan sebagai aksi dalam undang-undang dim kebijakan
domestic negara-nagara anggota ASEAN Adapun bebernpa point penting vang di
angkat dulam ACTIP adalah: 1) memperkuat kebijakan pencegaban perdagangan
manusia; 2) perimdungan terhadap korban perdﬂg.mynm 3) Penegakan hukum

dan proses hukum terhadap kejahatan perdagangan manusia; 4) Kerjosama dan
kordinasi regional dan internasional terkait perdagangan manusia (ASEAN, 2015).

Myanmar merupakan mﬂ:mkhﬂﬁhm sebagai negaara tier 3 dimana
pemerintah Myanmar belum niﬁmﬁhﬂi;ﬁauﬁ:'fﬁi'ﬁ'irﬁﬁm The Trafficking Victims
Protection Act (TVPA) dolam pemberantasan perdagangan manusia dan tidak
melakukan upaya yang signifikan dalam proses tersebut. Eksploitasi anak-anak dan
dewasa sebogai tenoga kerja paksa di tengah konflik berpanjangan vang ada masih
banyak diidentifikosi masih berlansung di sebagian wilayah Myanmar terutama di
wilayah konflik di wilayah Rakhine dan Kachin {US Departement, 2021 ). Dan konflik



yang disehabkan oleh instabilitas pelitik nasional teresebut, ratusan ribu masyarakat
sipil Myanmur berpotensi menjadi korban perdagangan manusia dengan tujuan di Asia,
eropa maupun timur tengah. Kemiskinan, dan kurangnys kolaboras: antara satuaun anti
perdagangan manusia dan kepolisian Myanmar juga menjadi masalah yang befum
nmenemui titik terang (Lelliot, 2023). Selain Myanmar, Indonesia menjadi salah satu
sebagai negara asal bagi korban pcrdagmmmrhcsur di Asia Tenggara.

Indonesia. mqﬂk:m mm m ntglt& Wmn dan kesenjangan
ekonomi vnmntﬁnp hngmwmjnd: salah mumymja tingginya tingkat
kmmtunn'tmg}'umht w karban perdagangan manusia. Selain itu Indonesia

memiliki jumiah populasi yang tertinggt di asig hﬂﬂﬂl ﬁugan bentuk negara
kehﬁmymg tentunya menambah rentannya kasus perdag ; i i
yangdﬂthlpﬁn dep:l.rtemen luar negeri AS dlpﬂﬂumkﬂn lﬁthp! ﬂﬁ-’lﬂ' I,?;um dari
ppq:mmm tidak memiliki dokumen dan bahkan sudsh mggnfm“’ai.m
{Hﬂbmﬂﬂlﬁ Tntermationol Creanization of '.f:gp'urmn []DM]. E-E]i*.hhln 2015

|mpien'mlm kﬂnjﬂau_m Mnng,nn nmm.hlm ulmu.m pemerintahan
yang komip. Hﬂﬂ'ﬂ'?ﬂ'@ﬁ#ﬂﬂl dan tata kelola birckrosi yang masih jauh
memenuhi standar minimum lechadap. Emmgm:k:umpé'rdngxngm manusia, Hal
tersebut seluras dengan data Tnterational me Migration (IOM) yang

menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara penyvuplai, transit dan tujuan perdagangan
manusia yang mengkhawatirkan di kawasan Asia Tenggara (Nony, 2019),

Penelitian mi berfokus padn tingkat kepatuhan Indonesia dan Myanmar dimana
dalam pensnganan masalah perdagongan manusia terdopat beberapa urgensi penting
yang menginng kedua negara. Indonesia sebagai negara terbesar berdasarkan populasi



dan perkembangan ekonomi nanun permasalahan perdagangan manusia di Indonesia
masih belum mampu ditangani secara efektif dibuktikan dengan peningkatan yang
terjodi menumut survei dan Global Slavery Indext tahun 2001 6-2018 indonesiz menjadi
negara Asia tenggara dengan Jumlah masyarnkat vang teridentifikasi menjadi korban
perdagangan manusia di bidang perbudakan

Myanmar juga miemiliki perin yang signifikan dalam dinamika regional
khususnya perdw manusia sebagsimara diketahui bahwa Myanmar dikenal
sebagai salahi safu mem HAM terburik di Asia Tenggara namun
myanmar kuring mendapal sorotan dalam hal perbaan upaya  penanganan
pm:lqammmmmma ynﬂgpﬂl tabun 2013 dan &I’J’i‘mﬂ:gulongb:an menjadi
ncﬁgﬂﬁdmnﬁ:h]ist kemudian dengan peningkamwwmﬂ yang terjadi
pada tahun yang sama menjadikannya kembali digolongkan ke dalsm negara tier-3
pada mmlﬁ-mmmtam negara Asit Tenggora lainnya yang sebelumnya berada di
tier-3 WM}mmar:u:parh Brunei Dansssalam dan Laos paik tngij.ﬂi tier-2
Wﬂhhllﬁ [‘ﬂﬂﬁ,.ﬂll‘ﬂ Sehingea kedua pegars menjadi target yang penting dalam

upaya pencegahan, penyelidikan dan penindakan terhadap aksi perdsgangan manusia.
Bahkan menurut Klein (2012) Myanmar menjadi inti dari perdiipangan manusia di
kaw Ssiikarenskon fuktor sosial, budaya, dan TinguRie ket Seruns defgan negars-
negarny sekitnr: Km tersebut  kemudian dapat Wh kejahatan
perdagangan manusia terutama wanitn dan anak-anak di kawasan dikarenakan
kemiripan  tersebut  mempermudah  eksploifasi  korban  vang  selanjutnya
diperdagangkan dengan tumw.w-aimmgum sekitar. Dari latar
belakang tersebut dapat diketahui pentingnys menganalisis tingkat kepatuhan
Indonesia dan Myanmar dalam penerspan ASEAN Comvention Against Trafffcking in
Persons, Especially Women and Chifdren

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pertanyasn riset vang dizjukan
dalam penelitian ini adalah “Bagaimana kepatuhan Indonesia dan Myanmar dalam



implementasi ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Expecially Women
and Children 2015202077
1.3 Tujuan Penelitlan

|. Untuk menganalisis dan membandingkan tingkat kepatuhan Indonesia dan
Myanmar dalam implementasi / N Convention Against Trafficking in

1§ 3 d.mM [TEALA
o Against Trafficking in Persons, Esp

mi adaloh dapat dijadikan
bagi peneliti selanjutnya yang
tertarik meneliti mengenai bagaimana tingkat kepatuhan Indonesia dan
Myanmar dalam implementasi ASEAN Convention Against Trafficking
in Persons, Especially Women and Children



1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan berisi urutan dari bab ke bab berdasarkan aturan yang
berlaku dalam penulisan skripsi ini antara lain;
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini berisikan latar belakang m:

pertanyaan penelitian atau rumusan

[l pend itlan Iﬂl‘ﬁ.l]lllll

terdapat saran untuk penelitian selanjutnya.



	 Bab1 - Indra Maulana Aziz_001.pdf (p.1)
	 Bab1 - Indra Maulana Aziz_002.pdf (p.2)
	 Bab1 - Indra Maulana Aziz_003.pdf (p.3)
	 Bab1 - Indra Maulana Aziz_004.pdf (p.4)
	 Bab1 - Indra Maulana Aziz_005.pdf (p.5)
	 Bab1 - Indra Maulana Aziz_006.pdf (p.6)
	 Bab1 - Indra Maulana Aziz_007.pdf (p.7)

